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ABSTRACT

This research aims to explore the relevance of Islamic communication in
government policies to realize social harmony in society. Using a
qualitative method with a descriptive-analytical approach, data were
obtained from related literature and analyzed thematically. This study
finds that the gap between the ideal of social harmony and the reality of
government policies is influenced by lack of community participation,
insensitivity to local contexts, and non-inclusive policies. Islamic
communication, which emphasizes the principles of deliberation, justice,
and respect for diversity, has proven effective in reducing social conflicts
and building solidarity. Islamic values-based education also plays an
important role in strengthening social harmony. This study recommends
the government to integrate Islamic communication in public policy to
create policies that are more responsive, inclusive, and adaptive to the
needs of the community. This approach is expected to increase public
participation, strengthen trust in the government, and create sustainable
social cohesion.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi relevansi komunikasi
Islam dalam kebijakan pemerintahan untuk mewujudkan
keharmonisan sosial di masyarakat. Menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data diperoleh
dari literatur terkait dan dianalisis secara tematik. Penelitian ini
menemukan bahwa kesenjangan antara idealitas keharmonisan
sosial dan realitas kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh
kurangnya partisipasi masyarakat, ketidaksensitifan terhadap
konteks lokal, dan kebijakan yang tidak inklusif. Komunikasi
Islam, yang menekankan prinsip musyawarah, keadilan, dan
penghormatan terhadap keberagaman, terbukti efektif dalam
meredam konflik sosial dan membangun solidaritas. Pendidikan
berbasis nilai-nilai Islam juga memainkan peran penting dalam
memperkuat harmoni sosial. Penelitian ini merekomendasikan
pemerintah untuk mengintegrasikan komunikasi Islam dalam
kebijakan publik guna menciptakan kebijakan yang lebih
responsif, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi
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masyarakat, memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah,
serta menciptakan kohesi sosial yang berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Keharmonisan sosial merupakan kondisi ideal yang diidamkan oleh setiap
masyarakat, di mana hubungan yang harmonis tidak hanya terwujud antarindividu, tetapi
juga antarkelompok yang berbeda dalam aspek agama, etnis, dan budaya. Menurut Ule (2019),
konsep keharmonisan, sebagaimana tercermin dalam budaya Tionghoa melalui ajaran
Konfusianisme, menekankan keseimbangan antara individu dan masyarakat sebagai fondasi
etis dan politik. Keharmonisan sosial tidak hanya berkontribusi pada stabilitas sosial, tetapi
juga mendukung pembangunan ekonomi dan sosial dengan menciptakan lingkungan yang
kondusif. Pandangan serupa diungkapkan oleh Sinaga et al. (2019) yang menyebutkan bahwa
harmoni sosial berperan dalam mendorong integrasi nasional. Namun, kondisi ini
membutuhkan upaya strategis, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Kerukunan di tengah keberagaman menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat
yang damai dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pencapaian keharmonisan sosial memerlukan
kebijakan yang inklusif dan mempertimbangkan pluralitas sebagai modal sosial yang
berharga. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara idealitas keharmonisan sosial dan
realitas yang terjadi, salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak inklusif.
Fatih (2018) mencatat bahwa kebijakan yang cenderung mengutamakan satu kelompok
tertentu dapat memicu ketegangan antarumat beragama di Indonesia. Dalam beberapa kasus,
hal ini memperlihatkan kurangnya sensitivitas terhadap dinamika sosial, yang berdampak
pada melemahnya kerukunan antarkelompok.

Fenomena serupa juga diungkapkan oleh Han dan Liang (2015), yang mencatat bahwa
urbanisasi dan liberalisasi pasar sering kali menyebabkan pergeseran struktur sosial.
Pergeseran ini mengakibatkan melemahnya solidaritas sosial, sehingga pemerintah harus
lebih bijaksana dalam merancang kebijakan yang mengutamakan keharmonisan.
Ketidaksensitifan ini mengakibatkan ketegangan yang mengancam kohesi sosial. Faktor
penyebab utama dari kesenjangan ini adalah kebijakan yang kurang mempertimbangkan
partisipasi masyarakat. Kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat sering kali
menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah (Williamson &
Murphy, 2020). Akibatnya, kesenjangan ini tidak hanya memperburuk hubungan
antarkelompok, tetapi juga menghambat pembangunan masyarakat yang harmonis.

Di sisi lain, komunikasi yang efektif dapat menjadi kunci dalam menjembatani
kesenjangan ini. Komunikasi Islam, sebagai ajaran yang menekankan toleransi dan saling
menghormati, menawarkan solusi yang relevan dalam konteks keragaman Indonesia. Dodi
(2023) menekankan pentingnya dialog antarumat beragama sebagai sarana untuk meredakan
ketegangan dan membangun kerukunan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang
mendorong hubungan yang harmonis di tengah keberagaman. Pentingnya peran komunikasi
Islam juga tercermin dalam pendidikan masyarakat. Lomas (2021) mencatat bahwa harmoni
sosial dapat dicapai melalui pendidikan berbasis nilai-nilai spiritual dan moral. Pendidikan
ini tidak hanya mendidik masyarakat tentang pentingnya toleransi, tetapi juga memperkuat
solidaritas sosial. Oleh karena itu, kebijakan yang mengedepankan komunikasi Islam dapat
membantu menciptakan masyarakat yang inklusif.

Selain itu, Pertiwi (2023) menunjukkan bahwa integrasi identitas sosial dalam
hubungan antaragama mampu memperkuat kerukunan. Komunikasi Islam yang
mengedepankan dialog inklusif dapat menjadi instrumen strategis untuk mengatasi konflik
yang sering kali timbul akibat perbedaan identitas. Pemerintah dapat memanfaatkan
pendekatan ini dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Sebagai upaya
untuk menjawab tantangan ini, penelitian tentang "Membumikan Komunikasi Islam dalam
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Kebijakan Pemerintahan untuk Mewujudkan Keharmonisan Sosial" menjadi sangat penting.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah untuk
menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, mendukung keharmonisan sosial, dan
memperkuat kohesi di tengah keragaman masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis
untuk mengeksplorasi relevansi komunikasi Islam dalam kebijakan pemerintahan untuk
mewujudkan keharmonisan sosial (Creswell, 2013). Sumber data penelitian ini mencakup data
sekunder dari literatur yang relevan, seperti jurnal akademik dan laporan kebijakan (Moleong,
2018). Analisis data menggunakan pendekatan tematik dengan langkah-langkah reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, 1992). Teknik keabsahan data dijamin
melalui triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan (Chatra et al., 2023).

ITI. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kesenjangan Ideal Keharmonisan Sosial dan Realitas Kebijakan Pemerintahan

Keharmonisan sosial merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas
masyarakat. Idealnya, pemerintah memainkan peran penting dalam mewujudkan
keharmonisan ini melalui kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Namun, realitas
menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara cita-cita ini dan implementasi kebijakan
di lapangan. Tangcharoensathien (2023) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam
perumusan kebijakan adalah kunci dalam memastikan penerimaan dan efektivitas kebijakan,
tetapi kurangnya keterlibatan ini sering menjadi penyebab utama ketidaksesuaian antara
kebijakan dan harapan masyarakat.

Faktor pertama yang memengaruhi kesenjangan ini adalah rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Penelitian Alfiana et al. (2021)
menunjukkan bahwa kebijakan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk sektor swasta dan masyarakat, cenderung lebih berhasil. Sayangnya, banyak
kebijakan masih dirancang secara tfop-down tanpa mempertimbangkan masukan dari
masyarakat. Sebagai contoh, survei pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 37%
masyarakat di negara-negara OECD merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk
berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan sering kali disebabkan oleh kurangnya
keterlibatan ini. Cheung dan Leung (2012) menemukan bahwa kohesi sosial meningkat ketika
masyarakat merasa diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat
merasa diabaikan, hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpuasan tetapi juga menimbulkan
risiko konflik sosial. Misalnya, penelitian Roberts dan Gordon (2016) di Afrika Selatan
mengungkapkan bahwa ketakutan terhadap kejahatan, yang diperburuk oleh kebijakan yang
tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, dapat memperburuk fragmentasi sosial.

Penting juga untuk mencatat bahwa banyak kebijakan pemerintah sering kali tidak
mencerminkan realitas sosial masyarakat. Scott (2011) menunjukkan bahwa pemerintah sering
kali gagal memanfaatkan opini publik positif dan justru berfokus pada isu-isu yang tidak
prioritas bagi masyarakat. Hal ini tercermin dalam data dari UNDP (2021), yang menunjukkan
bahwa 45% masyarakat di negara berkembang menganggap kebijakan sosial pemerintah tidak
relevan dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Selain itu, kurangnya sensitivitas budaya dan
sosial dalam desain kebijakan sering memperparah kesenjangan ini. Ezzy et al. (2020)
menunjukkan bahwa dalam konteks Australia, kebijakan yang tidak sensitif terhadap
keragaman budaya dan agama justru memperburuk ketidakadilan sosial dan mengikis
pluralisme demokratis.

Di Indonesia, misalnya, program-program yang bertujuan untuk mempromosikan
inklusi sosial sering menghadapi hambatan implementasi karena tidak memperhitungkan
konteks lokal. Dampak dari kebijakan yang tidak inklusif juga terlihat dalam bidang
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pendidikan. Penelitian Roberts dan Gordon (2016) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan
yang tidak memperhitungkan kebutuhan lokal dapat memperburuk ketakutan dan
ketidakpuasan masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi kohesi sosial. Data BPS (2022)
menunjukkan bahwa hanya 68% anak-anak di daerah pedesaan memiliki akses ke fasilitas
pendidikan yang memadai, mencerminkan ketimpangan dalam kebijakan pendidikan.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi isu krusial dalam menciptakan
kohesi sosial.

Fan et al. (2022) menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
adalah fondasi dalam membangun kohesi sosial. Namun, survei Edelman Trust Barometer
(2023) menunjukkan bahwa hanya 46% masyarakat global yang percaya pada institusi
pemerintah, sebuah tren yang mengkhawatirkan. Sementara itu, kebijakan yang tidak
mempertimbangkan suara masyarakat sering kali memperburuk ketidaksetaraan sosial.
Dwyer dan Parutis (2022) mencatat bahwa kebijakan sosial yang dirancang untuk
meningkatkan kohesi sosial sering gagal mengatasi ketimpangan yang ada, yang justru
memperburuk marginalisasi kelompok tertentu. Hal ini diperkuat oleh data World Inequality
Report (2022) yang menunjukkan bahwa 10% populasi terkaya di dunia memiliki lebih dari
52% total pendapatan global, menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi belum berjalan
efektif.

Gambar 1. Persentase Kesenjangan Sosial dan Kebijakan Pemerintah

Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan (OECD, 2020) 37%

Kepercayaan pada Pemerintah (Edelman, 2023) 46%

Kategori

Akses Pendidikan di Pedesaan (BPS, 2022) 68%

Kesenjangan Kekayaan Global (World Inequality Report, 2022) 52%
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ersentase (%
Sumber: (Peneliti, 2024)

Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat. Tangcharoensathien (2023) menyarankan bahwa optimalisasi basis
data sipil dapat membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih relevan dan inklusif.
Selain itu, penerapan analisis jaringan sosial seperti yang diusulkan oleh Muthathi et al. (2021)
dapat membantu pemerintah memahami dinamika sosial yang ada dan merancang kebijakan
yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesenjangan antara ideal keharmonisan
sosial dan realitas kebijakan pemerintahan dapat diminimalkan melalui partisipasi
masyarakat, pemahaman konteks lokal, dan desain kebijakan yang inklusif. Pemerintah harus
melihat masyarakat sebagai mitra strategis, bukan hanya sebagai penerima kebijakan. Dengan
demikian, kita dapat berharap untuk mewujudkan masyarakat yang lebih harmonis dan
kohesif.

3.2 Urgensi Komunikasi Islam dalam Kebijakan Pemerintahan untuk Mewujudkan
Keharmonisan Sosial

Komunikasi Islam memiliki posisi strategis dalam kebijakan pemerintahan untuk
mendukung terciptanya keharmonisan sosial, terutama dalam masyarakat yang beragam
secara budaya dan agama. Komunikasi Islam, dengan prinsip musyawarah dan keadilan,
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menyediakan dasar yang kokoh untuk menciptakan interaksi yang inklusif dan partisipatif.
Prinsip ini sejalan dengan temuan Sulaiman et al. (2024) yang menyatakan bahwa kebijakan
yang mengedepankan musyawarah menciptakan nuansa baru dalam interaksi antara
pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi Islam bukan hanya alat
penyampaian pesan, tetapi juga mekanisme untuk membangun kepercayaan, memahami
kebutuhan masyarakat, dan menciptakan stabilitas sosial.

Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan kebijakan pemerintahan,
sebagaimana ditegaskan oleh Hasan dan Risfandy (2021). Mereka menemukan bahwa
komunikasi yang berbasis nilai-nilai Islam dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya tanggung jawab sosial. Misalnya, dalam konteks pendidikan Islam,
keberadaan pesantren dapat menjadi model komunikasi yang baik antara pemerintah dan
masyarakat untuk mendukung pendidikan yang lebih inklusif dan berakar pada nilai-nilai
lokal. Komunikasi semacam ini membantu menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan
kebutuhan masyarakat, terutama dalam komunitas dengan tingkat pendidikan atau akses
informasi yang terbatas.

Lebih jauh lagi, komunikasi Islam memiliki potensi untuk meredam konflik sosial.
Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, seperti dialog yang terbuka dan menghormati
perbedaan, dapat mencegah polarisasi dan memperkuat solidaritas. Penelitian Sarnoto et al.
(2021) menunjukkan bahwa pendidikan berbasis pesantren selama pandemi COVID-19
memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan sosial. Pendekatan ini menunjukkan
bahwa komunikasi Islam dapat menjadi instrumen yang efektif untuk merespons tantangan
sosial yang kompleks dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah diterima secara luas. Di
sisi lain, komunikasi Islam juga berperan dalam mendorong inklusivitas kebijakan ekonomi.

Alam (2018) menekankan pentingnya komunikasi Islam dalam mendukung ekonomi
syariah yang inklusif. Pemerintah dapat menggunakan pendekatan ini untuk
memberdayakan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang lebih relevan dan adil.
Contohnya adalah upaya mempromosikan zakat sebagai alat redistribusi kekayaan, yang
tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi tetapi juga memperkuat kohesi sosial.
Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, komunikasi Islam
membantu  menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap kebijakan yang
diimplementasikan.

Selanjutnya, komunikasi Islam dapat membantu pemerintah mengelola isu-isu sosial
yang sensitif, seperti radikalisasi. Aksamawanti dan Ridwan (2022) menyoroti bahwa
kebijakan pendidikan Islam dapat mengurangi potensi radikalisasi dengan membangun
pemahaman Islam yang moderat dan toleran. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan
pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan kohesif. Dengan
menanamkan nilai-nilai Islam yang mendukung dialog dan kolaborasi, komunikasi Islam
memberikan landasan bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan sosial yang tidak inklusif sering kali menjadi
sumber ketegangan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih berbasis nilai,
seperti komunikasi Islam. Rahayu (2022) menegaskan bahwa kebijakan yang transparan dan
akuntabel meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan
menggunakan pendekatan komunikasi Islam, pemerintah dapat menyampaikan kebijakan
secara lebih efektif, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan
keputusan. Selain itu, komunikasi Islam juga memainkan peran penting dalam penguatan
identitas sosial. Sono (2023) menunjukkan bahwa komunikasi berbasis nilai-nilai Islam dapat
membantu masyarakat mempertahankan identitas budaya mereka tanpa mengesampingkan
nilai-nilai universal.

Hal ini sangat relevan dalam masyarakat yang multikultural, di mana keseimbangan
antara keberagaman dan persatuan adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan sosial.
Dalam konteks ini, komunikasi Islam dapat menjadi alat untuk mempromosikan dialog dan

101



Acintya: Jurnal Teologi, Filsafat dan Studi Agama Vol. 1, No. 1 Tahun 2025, pp. 97-104

toleransi antar kelompok. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah fondasi
untuk menciptakan stabilitas sosial. Fanani (2022) menyoroti bahwa pemimpin yang
menggunakan pendekatan komunikasi Islam, seperti musyawarah dan dialog terbuka, lebih
mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Kepercayaan ini penting dalam menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah
dan masyarakat, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan
sosial. Komunikasi Islam juga dapat membantu pemerintah mengatasi tantangan dalam
implementasi kebijakan, terutama di daerah terpencil. Data menunjukkan bahwa akses yang
terbatas ke fasilitas pendidikan dan ekonomi sering kali memperburuk ketimpangan sosial
(Edison, 2023). Dengan pendekatan komunikasi yang berbasis nilai-nilai Islam, pemerintah
dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal dan merancang kebijakan yang lebih
relevan dan efektif. Komunikasi Islam memberikan peluang bagi pemerintah untuk
menciptakan lingkungan sosial yang harmonis melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis
nilai. Pemerintah harus memandang komunikasi ini bukan hanya sebagai alat teknis, tetapi
sebagai strategi untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif dengan masyarakat.
Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, memahami kebutuhan mereka, dan merancang
kebijakan yang mencerminkan aspirasi mereka, pemerintah dapat mewujudkan
keharmonisan sosial yang berkelanjutan.

IV. SIMPULAN

Komunikasi Islam, dengan prinsip musyawarah, keadilan, dan inklusivitas,
memberikan landasan strategis untuk membumikan keharmonisan sosial melalui kebijakan
pemerintahan. Sebagai pendekatan yang mengedepankan dialog terbuka dan penghormatan
terhadap keberagaman, komunikasi Islam mampu meningkatkan partisipasi masyarakat,
memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah, serta meredam konflik sosial. Nilai-nilai
Islam, seperti keadilan dalam redistribusi kekayaan melalui zakat atau pemberdayaan
pendidikan berbasis nilai lokal, mendukung terciptanya kebijakan yang relevan, inklusif, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip
komunikasi Islam, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap
realitas sosial dan budaya, menciptakan rasa kepemilikan bersama, serta memperkokoh
kohesi sosial di tengah masyarakat yang beragam. Pendekatan ini tidak hanya membangun
stabilitas sosial, tetapi juga memperkuat pluralisme demokratis dan mendorong terciptanya
keharmonisan yang berkelanjutan.
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